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ABSTRAK 
Nabila Zoraya Rahmatullah (B 111 10 290), “Tinjauan Kriminologis 
terhadap Pungutan Liar oleh Penyelenggara Pendidikan  di Sekolah 
yang Berada di Wilayah Hukum Kota Makassar” (Tahun 2011-2013), 
dibawah bimbingan bapak Muhadar, selaku pembimbing I dan ibu Hj. Nur 
Azisa, selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-
faktor penyebab sehingga terjadi pungutan liar di sekolah yang berada 
diwilayah hukum Kota Makassar serta untuk mengetahui dan menganalisis 
upaya-upaya yang dilakukan oleh Aparat Hukum, Dinas Pendidikan, Orang 
Tua Siswa, dan masyarakat guna menhindari dan penerapan sanksi bagi 
pelaku tindakan pungutan liar di sekolah. 
Peneliti melakukan penelitian di Polrestabes Kota Besar Makassar, 
Dinas Pendidikan, Ombudsman Kota Makassar, Ombudsman RI Perwakilan 
Daerah Sul-sel, dan sekolah-sekolah yang pernah dilaporkan terjadi 
Pungutan Liar. 
Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa faktor terjadinya 
pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan di sekolah yang 
berada di wilayah hukum kota Makassar ialah bergesernya moral tenaga 
pendidik menjadi pribadi materialis, kesempatan yang diberikan oleh 
orangtua maupun peserta didik untuk melakukan pungutan liar, tidak ada 
aturan dan mekanisme pengawasan dari dinas terkait terhadap dana 
pendidikan yang diatur mandiri oleh pihak sekolah, mekanisme 
penghukuman bagi pelaku tergolong ringan dan hanya memiliki efek jera 
yang bersifat sementara. Metode Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-
upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang mana tindakan 
itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada 
tenaga pendidik agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. 
Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk 
mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan 
pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi 
dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah 
masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Korupsi merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan bangsa. 
Korupsi di Indonesia seperti tidak ada habis-habisnya dari tahun ke 
tahun, bahkan perkembangannya semakin meningkat, baik dalam 
jumlah kasus dan kerugian negara maupun kualitasnya. 
Perkembangan korupsi akhir-akhir ini nampak semakin sistematis dan 
terpola. Luas lingkupnya juga telah menyentuh seluruh aspek 
kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Oleh sebab itu, secara 
nasional disepakati bahwa korupsi bukan saja sebagai kejahatan luar 
biasa, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional. 
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan 
oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang 
secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan 
penyalahgunaan keuangan negara.1 Akibat tindak pidana korupsi 
berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut keuangan negara, 
tetapi juga mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian dan 
pembangunan. Tidak banyak kasus tindak pidana korupsi yang 
                                                          
1
 Niniek Suparni dan Baringin Sianturi.2011.Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan 
Suap.Jakarta : MISWAR, anggota IKAPI. hal. 8. 
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diproses secara hukum dan ternyata hanya sedikit perkara tindak 
pidana korupsi yang bisa dibuktikan secara hukum oleh instansi 
penegak hukum. 
Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar (pungli). Pungutan 
liar dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 
Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan 
pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah 
ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan 
bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai 
perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan 
September 1977, yaitu saat Komando Pemulihan Keamanan dan 
Ketertiban disingkat Kaskopkamtib  yang bertindak selaku Kepala 
Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi 
Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli. 
Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan 
sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan 
melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat 
yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang 
korupsi.  Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 
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masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.2 
Sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah, baik 
departemen, lembaga pemerintah non departemen, maupun 
pemerintah daerah, seperti pelayanan pajak, perizinan, investasi, 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi 
(SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB), transportasi, akta, sertifikat tanah, listrik, air, telepon 
dan sebagainya merupakan sektor yang rentan terjadinya pungutan 
liar, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.3 Di 
sektor pelayanan publik terjadi hubungan antar domain, yakni 
pemerintah atau birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, 
sektor usaha, dan masyarakat umum.4 
Ironisnya, lembaga Pendidikan yang notabene merupakan 
lembaga yang dituntut melahirkan insan-insan yang bebudi pekerti 
luhur pun tak luput dari epidemik pungutan liar ini. 
                                                          
2
 BPKP.2002.Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan 
Masyarakat.(Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI). hal. 6. 
3
 http://arsip.gatra.com/2004-06-25/artikel.php?id=39966, terakhir diakses pada Pukul 
16.50 WITA tanggal 1 Desember 2013.  
4
http%3A%2F%2Fitjen-depdagri.go.id%2Farticle-23-pelayanan-publik-good-governanceamp-
aaupbdalamdiskresi.html&ei=3_YHUKvhOsXLrQeJkYnzAg&usg=AFQjCNECzFUxfeZnshfQi3ntDo2Dx8k
w, terakhir diakses pada tanggal 01 Desember 2013. 
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Akhir-akhir ini pungutan liar di sekolah dengan berbagai modus 
operandinya sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dan hal ini 
sulit dicegah karena melibatkan stakeholders pada lembaga tersebut. 
Padahal telah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan 
Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama.  Di antara  alasan yang sering dijadikan tameng  dalam 
melancarkan aksi penyimpangan dimaksud antara lain “demi 
meningkatkan kualitas, untuk menambah fasilitas (sarpras) sekolah, 
studi tour dan sebagainya”  dan  hal  itu notabene melibatkan  komite 
sekolah sebagai jurus untuk memuluskan  aksi tersebut.  
Hal ini merupakan  konsekwensi logis  dari  upaya mencapai 
standart mutu pendidikan yang telah dicanangkan oleh pemerintah yaitu 
meningkatkan  kualitas pendidikan  dengan  memberikan ruang gerak  
yang cukup luas bagi pengelola lembaga-lembaga pendidikan  untuk  
berkreasi  guna menunjukkan eksistensinya di kancah nasional. 
Ombudsman dan Indonesia Corruption Watch (ICW)  sebagai 
lembaga pengawasan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(KKN) dalam pelayanan publik di Indonesia, membuka 42 pos 
pengaduan pengutan liar dalam Penerimaan Siswa Baru tahun 
2012/2013, hingga Oktober 2012. Laporan itu menyusul temuan 
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berbagai modus pungutan liar di sejumlah sekolah mulai tingkat Sekolah 
Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama.5 
Pungutan yang diberlakukan pihak sekolah antara lain untuk 
keperluan seragam, operasional, bangunan, buku, dana koordinasi, 
internet, koperasi, amal jariyah, formulir pendaftaran, perpisahan guru, 
praktek, Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), administrasi 
rapor, ekstrakurikuler, sumbangan pengembangan institusi, uang 
pangkal dan pungutan liar lainnya. Selain pungutan liar, masyarakat 
juga menyampaikan keluhan terhadap proses penerimaan siswa baru 
(PSB) yang tidak tersosialisasi dengan baik. Mereka mengeluhkan 
kurangnya informasi tentang persyaratan dan jangka waktu 
pelaksanaan PSB. Selain itu, mereka juga mengeluhkan mengenai PSB 
Online yang tidak transparan, proses seleksi diskriminatif, adanya titipan 
anak pejabat.6 
Di Makassar sendiri, Komisi Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Sulawesi Selatan menemukan delapan belas sekolah 
menengah atas dan sederajat, dengan motif beragam seperti penjualan 
map di kantin sekolah dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah), uang 
                                                          
5
http://www.tempo.co/read/news/2012/07/05/079415059/Praktek-Pungutan-Liar-Sekolah 
Dilaporkan-ke-Kejati, terakhir diakses pada tanggal 02 Desember 2013. 
6
 Berdasarkan pasal 52 H PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang 
berbunyi “pungutan sekolah tidak dikaitkandengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta 
didik, penilaian hasil belajar peserta didik,dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan” 
Artinya pungutan sekolah tidak boleh dilakukan pada saat penerimaan siswa baru. 
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buku Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang pangkal 
Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang pembangunan 
Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sampai dengan 
Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), uang seragam Rp800.000,- (delapan 
ratus ribu rupiah) hingga jual beli kursi yang dilelang mulai 
Rp8.000.000,-Rp9.000.000,- sampai dengan Rp13.000.000,- (delapan 
juta rupiah, sembilan juta rupiah, dan tiga belas juta rupiah).  
Sementara untuk SMP terdiri sepuluh sekolah, dengan modus 
penjualan map Rp5.000 (lima ribu rupiah), dugaan pungli tanpa 
penjelasan Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), seragam 
Rp250.000,- sampai dengan Rp700.000 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah sampai dengan tujuh ratus ribu rupiah), uang kursi dan meja 
Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), serta permintaan uang tanpa prosedur 
sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).7 
Sungguh mengerikan dan ironis tentang masalah yang terjadi di 
dunia pendidikan ini. Di tengah-tengat gencarnya upaya pemberantasan 
buta huruf, menggencarkan wajib sekolah sembilan tahun dan tanpa 
dipungut biaya bagi kalangan tertentu. Nyatanya, masih banyak 
lembaga pendidikan tertentu yang akrab dengan budaya pungutan liar. 
Alih-alih peningkatan kualitas. Padahal menuntut ilmu secara formal 
                                                          
7
 Sindonews.com, 25 November 2013 
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merupakan sektor strategis dan kunci bagi bangsa ini untuk menapakan 
kaki ke arah kehidupan bangsa yang lebih baik. 
Mencermati fenomena di atas sebagai bentuk keprihatinan atas 
bobroknya pengawasan dan kinerja lembaga pendidikan yang telah 
sampai pada titik keputus asaan, maka saya tertarik untuk mengangkat 
permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian skripsi  “Tinjauan 
Kriminologis terhadap Pungutan Liar oleh Penyelenggara 
Pendidikan  di Sekolah yang Berada di Wilayah Hukum Kota 
Makassar” (Tahun 2011-2013). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Pungutan 
Liar di Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan? 
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, para 
Penegak Hukum, orang tua murid, dan seluruh pihak yang terkait 
untuk mengatasi Pungutan Liar di Sekolah yang ada di Kota 
Makassar? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tulisan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut : 
a) Untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya Pungutan Liar di Sekolah sebagai 
Penyelenggara Pendidikan. 
b) Untuk mempelajari dan mnganalisis upaya yang dilakukan oleh 
Dinas Pendidikan, para penegak hukum, orang tua murid, dan 
juga seluruh pihak terkait untuk mengatasi Pungutan Liar di 
Sekolah yang ada di Kota Makassar. 
2. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitai sripsi ini yaitu: 
a) Agar hasil penelitian skripsi ini memberikan sumbangsih teorits 
nagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam 
hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum secaa umum. 
b) Agar hasil penelitian ini dijadikan referensi tambahan bagi para 
akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang 
kajian yang sama. 
c) Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai upaya yang 
dilakukan oleh pihak berwajib dalam meminimalisir terjadinya 
Pungutan Liar yang dilakukan oleh oknum penyelenggara 
pendidikan di Kota Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Menurut asal katanya, istilah kriminologi terdiri dari 2 suku kata 
yaitu “crime” (kejahatan) dan “logos” (ilmu pengetahuan). Jadi menurut 
pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu 
pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan 
kejahatan yang dilakukannya.8 
A.S Alam mengemukakan bahwa: 
 Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang baru 
berkembang pada abad ke 19, bersamaan dengan 
berkembangnya sosiologi. Kelahiran kriminologi di dorong oleh 
aliran positivisme. Namun elemen-elemen kriminologi telah 
dikenalkan oleh para filosofi Yunani kuno yaitu Plato (427-437 
SM). Dalam bukunya Republic, yang antara lain menyatakan 
bahwa gold, human merupakan sumber crimen. Aristoteles 
(384-322 SM) menyatakn bahwa properti menimbulkan crimen 
dan rebellion. Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, 
didorong oleh hukum pidana baik materil maupun formal serta 
system penghkuman yang sudah tidak efektif lagi untuk 
mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan 
semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan.9  
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Dalam mempelajari kriminologi diperlukan  bantuan berbagai 
disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan 
disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Sutherlend menyatakan 
criminology is a bodyof knowledge (kriminologi adalah kumpulan 
pengetahuan). Berbagai disiplin ilmu yang sangat erat kaitannya 
dengan kriminologi antara lain hukum pidana, antropologi pisik, 
antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan 
banyak lagi sisiplin lainnya.10 
George C. Vold menyatakan bahwa: 
Dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap, 
artinya kriminologi selalu menunjukkan pada perbuatan manusia 
juga batasan-batasan atau pandangan pada perbuatan manusia 
dan juga batasan-batasan atau pandangan pada masyarakat 
tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang 
baik dan apa yang buruk, yang semuanya itu terdapat dalam 
undang-undang kebiasaan dan adat-istiadat.11 
Topo Santoso dan Eva Achjani mengemukakan bahwa: 
Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, 
pelaku dan reaksi masyarakat atas kejahatan tersebut. 
Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala 
sudut pandang namun lebih khusus kejahatn yang diatur dalam 
undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa 
seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori plaku (tipe 
kejahatan). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi 
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masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya 
pencegahan dan pemberantasan kejahatan.12 
Selanjutnya menurut Wolfrang Savitz dan bahwa, kriminologi 
adalah: 
Kumpulan ilmu pengetahuan tntang kejahatan yang bertujuan 
untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala 
kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara 
ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, dan factor-faktor 
kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku ejahatan 
serta reaksi masyarakat.13 
Paul Moedigdo Moeliono memberikan definisi kriminologi murni 
yang mencakup14: 
1. Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang 
manusia yang jahat (somatis). 
2. Sosoilogi Kriminal;  adalah ilmu pengetahuan tntang 
kejahaatn sebagai suatu gejala masyarakat. 
3. Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang 
penjahat di nilai dari sudut jiwanya. 
4. Psikopatologi dan neuropatologi Kriminal; adalah ilmu 
tentang penjahat yang sakit jiwa. 
5. Penologi; adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya 
suatu hukuman. 
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Menurut Sutherland, kriminologi adalah ilmu pengetahuan 
tentang kejahatan dan penjahat. Ruang linkup kriminologi tebagi atas 
tiga bagian yaitu15: 
1. Sociology of law (sosiologi hukum), mencari secara ilmiah 
kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum. 
2. Etiologi criminal, mencari secara analisa sebab-sebab 
daripada kejahatan. 
3. Penologi, ilmu engetahuan tentang terjadinya atau 
berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya 
berhubungan dengan “control of crime”. 
T. Effendi menuliskan bahwa dengan demikian secara singkat 
dapat diuraikan, bahwa objek kajian kriminologi adalah16: 
1. Kejahatan 
 
Berbicara tentang kejahatan, maka suatu yang dapat kita 
tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan 
orang lain atau masyarakat umum, ata lebih sederhana lagi 
kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan 
dengan norma. Seperti apakah batasan menurut 
kriminologi. Banyak para pakar mendrfinisikan kejahatan 
dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu 
pengertian yang relatif, suatu kondisi yang tegantung pada 
nilai-nilai dan skala sosial. Kejahatan yang dimaksud disisni 
adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-
undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi 
dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan 
kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa 
kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan 
tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut 
sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan 
sumbangan pemikiran terhadap kebijakan  hukum pidana. 
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Dengan mempelajari kejahatan dan jenis yang telah 
dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari 
pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap 
kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undnag hukum 
pidana. 
 
2. Perilaku 
Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua 
dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, 
maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga 
dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut 
tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai 
pelaku kejahatan untuk dapat dikategotikan sebagai suatu 
pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai 
pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian 
kriminologi tentang pelaku adalah tentang mreka yang telah 
melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut 
diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyaakat 
terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah 
kebijakan hukum pidana baru. 
 
3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum 
dan pelaku kejahatan. 
Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya 
masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang tidak 
dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. 
Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-
harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan 
perhatian dari kajian-kajian kriminologi. 
Berdasarkan uraian singkat tersebut dapat ditarik sebuah 
pemikiran, bahwa kiminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting 
dipelajari. Dengan adanya kriminologi, dapat dilakukan kontrol sosial 
terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya 
lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi diharapkan 
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dapat memberikan sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan 
untuk mengembangkan kriminologi sebagai science for welfare of 
society. 
2. Ruang Lingkup Kriminlogi 
Topo Santoso mengemukakan bahwa: 
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena 
sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas 
dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian 
karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan 
dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan 
kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala 
kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa 
secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-
keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang 
berhubungna dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta 
reaksi masyarakat terhadap keduanya.17 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat 
kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. 
Di dalam keseharian, terdengar berbagai komentar suatu 
peristiwa kejahatan yang berbeda dengan yang lainnya. 
Berbicara masalah kriminologi tentu tidak terlepas dari bahasa 
tentang ruang lingkup kejahatan. 
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Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan 
kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni18: 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana 
(making laws); 
b. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breakin of laws); 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward 
the breaking laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya 
ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan 
represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar 
hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan 
(criminal prevention) 
Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian 
utama, yaitu19: 
a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk 
mencarisebab-sebab kejahatan; 
b. Penologi, yaitu oengetahuan yang mempelajari 
tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya 
serta arti dan faedahnya; 
c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah 
terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi 
perkembangan hukum pidana. 
Dalam etiolog kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran 
(mazhab-mazhab)  kriminologi, teori-teori kriminologi, dan 
berbagai perspektif kriminologi. 
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Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu 
reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori 
penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/ pencegahan 
kejahatan, baik berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, 
dan rehabilitasi. 
Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi 
mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma 
yang termuat dalam peraturan pidana, kedua mempelajari 
tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau 
sering disebut penjahat. Ketiga adalah reaksi masyarakat 
terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk 
mempelajari pandangan serta tanggapan masyarkat terhadap 
perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di 
masyarakat yan dipandang merugikan atau membahayakan 
masyarakat luas. 
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3. Pembagian Kriminologi 
Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua 
golongan besar yaitu20: 
A. Kriminologi Teoritis. 
Secarateoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke 
dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya 
memperdalam pengetahuaanya mengenai sebab-
musabab kejahatan secara teoritis. 
 
1. Antropologi Kriminal, yaitu pengetahuan yang 
empelajari tanda-tanda fisik cirri khas dari seorang 
penjahat. Misalnya: menurut C. Lambroso cirri 
seorang penjahat diantaranya tengoraknya 
panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya 
menonjol keluar, dahinya moncong. 
2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. 
3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. 
4. Psikologi dan Neuro Phatologi, yaitu ilmu 
pngetahuan yang mempelajari tentang penjahat 
yang sakit jiwa atau gila, misalnya: mempelajari 
penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa. 
5. Penologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah 
hukum. 
B. Kriminologi Praktis. 
Yaitu pengetahuan yang berguna untuk 
memnberantas kejahatan yang timbul dalam 
masyarakat. Dapat pula disebut bahwa kriminologi 
praktis adalah merupakan ilu pengetahuan yang 
diamalkan. Adapun cabang-cabang ilmu kriminologi 
praktis ini adalah: 
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1. Hygiene Kriminal, yaitu cabang kiminologi yang 
berusaha untuk memberantas faktor penyebab 
kejahatan. Misalnya: meningkatkan perekonomian 
rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olah raga 
dan lainnya. 
2. Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari 
tentang bagaimana caranya menerapkan hukum 
yang sebaik=baiknya kepada terpidana agar dia 
dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk 
tidak melakukan kejahatan kembali. Untuk dapat 
menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka 
diperlukan keyakinan serta pembuktian, 
sedangkan untuk memperoleh semuanya, itu 
diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah 
teknik si penjahat dalam melakukan kejahatan. 
3. Kriminalistik (police scientific), yaitu ilmu 
pengetahuan tentang pengetahuan teknik 
kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. 
 
4. Aliran Pemikiran dalam Kriminologi 
Menurut I.S Susanto yang dimaksud aliran pemikiran 
disini adalah cara pandang (kerangka acuan, prespektif, 
paradigm) yang digunakan oleh para kriminolog dalam 
melihat/menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena 
kejahatan.21 
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Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk 
menjelaskan fenomena kejahatan yaitu: 
a. Kriminologi Klasik 
Dalam pemikiran klasik pada umumnya menyatakan 
bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan cirri-ciri 
fundamental manusia dan menjadi dasar untuk 
memberikan penjelasanperilaku manusia baik yang 
bersifat perorangan maupun kelompok. Masyarakat 
dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola 
yang dikehendakinya. Ini berarti manusia mengontrol 
nasibnya sendiri sebagai individu maupun 
masyarakat. 
b. Kriminologi Positivis 
Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa 
perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar 
kontrolnya baik yang berupa faktor biologis maupun 
kultural. Ini berarti manusia bukan makhluk yang 
bebas untuk berbuat menuruti dorongan kehendaknya 
dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang idbatasi 
atau ditentukan oleh situasi biologis dan kultural. 
Aliran ini dalam kriminologi mengarahkan pada usaha 
untuk menganalisis sebab-sebab kejahatan melalui 
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studi ilmiah ciri-ciri dari aspek fisik, sosial dan kultural. 
Oleh karena kriminologi positivis dalam hal-hal 
tertentu menghadapi kesulitan dalam menggunakan 
batasan undang-undang, akibatnya mereka 
cenderung untuk memberikan batasan kejahatan 
secara ilmiah, yaitu lebih mengarahkan kepada 
batasan terhadap ciri-ciri pelaku itu sendiri daripada 
pelaku yang didefinisikan oleh undang-undang. 
c. Kriminologi Kritis 
Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab 
persoalan-persoalan apakah perilaku ini bebas atau 
ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada 
roses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam 
membangun dirinya diman dia hidup.  Dengan 
demikian akan mempelajari proses-proses dan 
kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian 
batasan kejahatan kepada orang-orang dan 
tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat 
tertentu. 
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B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku 
yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang 
berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). 
R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara 
yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari 
segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah 
laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan 
ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksudkan dengan 
kejahatan artinya perbuatan atau tingkah-laku yang selain 
merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu 
berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban. 22 
Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan 
fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan 
haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, 
disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan 
hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya 
menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. 
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Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam 
proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam 
masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 
perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang 
memang melakukan kejahatan. 
2. Teori Penyebab Kejahatan 
Menurut Romli Atmasasmita, dalam menjelaskan 
perspektif teori kriminologi untuk masalah kejahatan 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian23: 
a. Titik Pandang Secara Makro (macrotheories) 
Titik pandang makro ini, menjelaskan kejahatan 
dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya, 
yang menitik beratkan kejahatan pada pelaku 
kejahatan. misalnya teori anomi dan teori konflik. 
b. Titik Pandang Secara Mikro (microtheories) 
Titik pandang secara mikro ini menjelaskan 
mengapa seseorang atau kelompok dalam masyarakat 
melakukan kejahatan atau mengapa didalam 
masyarakat terdapat individu-individu yang melakukan 
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kejahatan dan terdapat pula individu atau sekelompok 
individu yang tidak melakukan suatu kejahatan. 
c. Bridging theories 
Teori ini menjelaskan struktur sosial dan juga 
menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok 
individu menjadi penjahat. 
Lebih lanjut lagi, A.S Alam menjelaskan teori tentang 
sebab kejahatan dipandangan dari sudut sosiologis. Teori-teori ini 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian24 : 
a. Teori Anomie (Ketiadaan Norma) 
Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar 
atas perkembangan teori ini adalah: 
1) Emile Durkheim 
Emile Durkheim merupakan ahli 
sosiologi Prancis, memberikan penjelasan 
pada “normlessness, lessens social 
control”, bahwa kemerosotan moral yang 
terjadi sebagai akibat berkurangnya 
pengawasan dan pengendalian sosial, 
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sehingga menyebabkan individu sulit untuk 
menyesuaikan diri dalam perubahan 
norma, bahkan seringkali terjadi konflik 
norma dalam pergaulan. Menurut Durkheim 
perilaku individu tidak hanya dipengaruhi 
oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga 
dipengaruhi oleh kelompok ataupun 
organisasi sosial lainnya. 
Teori anomie Durkheim ini 
dipandang sebagai kondisi yang 
mendorong sifat individualistis yang 
cenderung melepaskan pengendalian 
sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan 
perilaku menyimpang dari individu dalam 
pergaulan di masyarakat. Durkheim 
memandang bahwa suatu masyarakat yang 
sederhana berkembang menuju suatu 
masyarakat modern, maka kedekatan 
(intimacy) yang diperlukan untuk 
melanjutkan seperangkat norma-norma 
umum (a common set of rules) juga akan 
merosot. Dalam sebuah ketentuan dalam 
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masyarakat, tindakan serta harapan 
individu akan bertentangan dengan 
harapan dan tindakan individu lainnnya. Hal 
ini jika terjadi secara berkelanjutan maka 
tidak mungkin sistem yang dibangun dalam 
masyarakat akan rusak, sehingga 
masyarakat tersebut berada pada kondisi 
anomi. 
2) Robert Merton 
Berbeda dengan teori Emile 
Durkheim sebelumnya, teori Robet Merton 
melihat bahwa kejahatan timbul oleh 
karena adanya perbedaan struktur dalam 
masyarakat (social structure). Pada 
dasarnya semua individu memiki kesadaran 
hukum dan taat pada hukum yang berlaku, 
namun pada kondisi tertentu (adanya 
tekanan besar), maka memungkinkan 
individu untuk melakukan suatu kejahatan. 
Keinginan yang cukup besar untuk 
meningkat secara sosial (social mobility) 
26 
 
membawa pada penyimpangan, karena 
struktur sosial yang membatasi untuk 
mencapai tujuan tersebut. 
b. Teori Penyimpangan Budaya 
Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 
1925-1940. Teori ini memandang bahwa kejahatan 
timbul oleh karena perbedaan kekuatan sosial (social 
forces) dimasyarakat. Penyimpangan budaya 
memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada 
kelas bawah (lower class). Penyesuaian diri terhadap 
sistem nilai kelas bawah yang menentukan 
tingkahlaku didaerah-daerah kumuh (slum area) akan 
membuat benturan dengan hukum-hukum 
masyarakat. 
Tiga teori utama dari penyimpangan budaya : 
1) Social disorganization theory memfokusan 
pada perkembangan area-area yang angka 
kejahatannya tinggi yang berhubungan dengan 
disintegrasi nilai-nilai konvensional yang 
disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, 
peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Menurut 
27 
 
Thomas dan Znaniecky, lingkungan yang 
disorganized secara social, dimana nilai-nilai 
dan tradisi konvensioanal tidak transmisikin 
dari satu generasi kegenerasi lainnya. 
Gambaran mengenai teori ini dapat kita lihat 
pada kehidupan sehari-hari dalam kehidupan 
anak yang dibesarkan dipedesaan dengan 
budaya dan adat yang masih kental, kemudian 
ketika si anak berpindah ke perkotaan dengan 
kehidupan yang penuh dengan tingkahlaku 
yang bebas, maka tidak menutup kemungkinan 
si anak akan ikut dalam pergaulan yang bebas 
juga. 
2) Differential association, menjelaskan kejahatan 
itu muncul oleh karena akibat dari hubungan 
dari nilai-nilai (contact) dan sikap-sikap 
antisosial serta pola-pola tingkahlaku kriminal. 
Sementara culture conflict theory memberikan 
penjelasan bahwa setiap masyarakat memiliki 
aturan yang mengatur tingkahlaku mereka 
masing-masing (conduct norms), dan disatu 
sisi aturan tersebut bertentangan dengan 
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aturan tingkahlaku kelompok lainnya. Sehingga 
terjadi benturan antar kelompok tersebut. 
3) Teori kontrol sosial mendasarkan pertanyaan 
mengapa seseorang taat terhadap aturan yang 
berlaku ditengah-tangah maraknya kejahatan 
yang terjadi dimasyarakat. Atas pertanyaan ini, 
kontrol sosial memandang bahwa kejahatan itu 
akan muncul ketika pengendali sosial yaitu 
seperangkat aturan melemah atau bahkan 
hilang dimasyarakat. Untuk itu diperlukan cara-
cara yang khusus untuk mengatur tingkahlaku 
masyarakat dan membawa kepada ketaatan 
kepada aturan-aturan masyarakat. 
Tiga perspektif Teori Kejahatan yaitu 25: 
a. Teori-teori yang menjelaskan Penyebab Kejahatan dari 
Prespektif Biologis: 
1) Cesare Lombroso (1835-1909) 
Teori Lambroso tentang born criminal (penjahat 
yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat 
adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam 
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kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka 
yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak 
dibanding mereka yang bukan penjahat.” Mereka 
dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa 
atavistic stigmata– ciri-ciri fisik dari makhluk pada 
tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-
benar menjadi manusia.26 
Lambroso beralasan bahwa seringkali para 
penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring 
yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki 
makhluk carnivora yang merobek dan melahap 
daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah 
dari para penjahat sering lebih besar dibanding 
tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang 
menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan 
tubuh mereka di atas tanah.27 
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2) Enrico Ferri (1856-1929) 
Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat 
dijelaskan melalui studi pengaruh- pengaruh 
interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, 
geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial 
(seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel 
psikologis).” Dia juga berpendapat bahwa kejahatan 
dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-
perubahan soaial, misalnya subsidi perunahan, 
kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, 
fasilitas rekreasi dan sebagainya.28 
3) Raffaele Gorofalo (1852-1934) 
Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan 
bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada 
kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai moral 
anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut 
teori ini, kejahatan- kejahatan alamiah (natural 
crimes) ditemukan di dalam seluruh masyarakat 
manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, 
dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat 
mengabaikannya. Kejahatan demikian, 
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mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari 
probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain). 
4) Charles Buchman Goring (1870-1919) 
Goring menyimpulkan bahwa “tidak ada perbedaan-
perbedaan signifikan antara para penjahat dengan 
non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat 
tubuh.” Para penjahat didapati lebih kecil dan 
ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai 
penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat 
secara biologis lebih inferior, tetapi dia tidak 
menemukan satupun tipe fisik penjahat.29 
b. Teori-teori yang menjelaskan Kejahatan dari Prespektif 
Psikologis 
1) Samuel Yochelson dan Stanton Samenow 
Yochelson dan Samenow mengidentifikasi 
sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada 
penjaha yang mereka teliti. Keduanya berpendapat 
bahwa para penjahat adalah orang yang marah, 
yang merasa suatu sense superioritas, menyangka 
tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka 
ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat 
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melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan 
terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi 
yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. 
2) Teori psikoanalisa oleh Sigmund Freud, ada tiga 
prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari 
kejahatan, yaitu : 
a) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat 
dipahami dengan melihat pada perkembangan 
masa kanak-kanak mereka; 
b) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar 
adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti 
diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan; 
c) Kejahatan pada dasarnya merupakan 
representasi dari konflik psikologis. 
c. Teori-teori yang menjelaskan Kejahatan dari Prespektif 
Sosiologis 
Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori 
perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini 
mencari alasan- alasan perbedaan dalam hal angka 
kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang 
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menekankan pada perspektif strain dan Penyimpangan 
budaya. 
1) Emile Durkheim 
Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat 
adalah dengan melihat pada bagian-bagian 
komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana 
masing-masing berhubungan satu sama lain. 
Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat 
sederhana berkembang menuju satu masyarakat 
yang modern dan kota maka kedekatan yang 
dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-
norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-
harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan 
dengan tindakan dan harapan orang lain. 
2) Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang 
berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang 
teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat 
sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur 
sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. 
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B.Bosu menyatakan kejahatan timbul karena dua faktor 30: 
a. Faktor Pembawaan 
Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena 
pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena 
kegemaran atau hobby. Kejahatan karena pembawaan 
itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti : 
keturunan/anak-anak yang berasal dari 
keturunan/orang tuanya adalah penjahat minimal akan 
diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah 
jatuh tidak jauh dari pohonnya. 
Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut 
pula menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu 
pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak 
masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka 
suka melakukan kejahatan perkelahian atau 
permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan 
seperti kelereng/nekeran. Ketika anak menjadi akil 
balik (kurang lebih umur 17 sampai 21 tahun), maka 
kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks 
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seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 
sampai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan 
kejahatan dibidang ekonomi. Sedangkan antara umur 
30 sampai 50 di mana manusia telah memegang 
posisi kehidupan yang mantap, maka mereka sering 
melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan 
kekuasaan, dan seterusnya. 
b. Faktor Lingkungan 
Socrates “mengatakan bahwa manusia masih 
melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang 
kebajikan tidak nyata baginya.” Socrates 
menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di 
rumah maupun di sekolah memegang peranan yang 
sangat penting untuk menentukan kepribadian 
seseorang. Sebab ada pepatah mengatakan apabila 
guru kencing berdiri, maka murid pun akan kencing 
berlari oleh karena itu menciptakan lingkungan yang 
harmonis adalah merupakan kewajiban bagi setiap 
orang, masyarakat maupun negara.31 
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3. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
a. Upaya Pencegahan Kejahatan (Preventif) 
Adapun alasan untuk mengutamakan pencegahan 
kriminalitas menurut Gosita antara lain adalah sebagai berikut: 
Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada 
tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu 
memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang 
dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan 
penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang. Usaha pencegahan 
adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha 
represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang 
lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga 
seperti pada usaha represif, dan rehabilitasi menurut 
perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan 
secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan 
keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya 
menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak 
lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat 
gelap dan lain-lain.32 
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Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan 
akibat yang negatif seperti antara lain; stigmatisasi 
(pemberian cap pada yang dihukum atau dibina), 
pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai 
bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian 
terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah 
residivisme. Viktimisasi struktural yaitu penimbulan 
korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya 
usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu 
sistem penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat 
mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial. 
Usaha pencegahan dapat pula mempererat 
persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung 
jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan 
demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang 
mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat 
lebih baik lagi, oleh karena mengamankan dan 
mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang 
diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional 
untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 
Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain 
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merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan 
mental, fisik dan sosial seseorang. 
Usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan 
dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan 
yang positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka 
dalam rangka merubah perilaku kriminil, kita harus 
merubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan 
mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminil yang 
ada dan menambah risiko yang dikandung pada suatu 
perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku 
kriminal). Usaha pencegahan kriminalitas bergantung 
pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut di atas, 
terutama yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi 
sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan 
sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang 
utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu 
pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain 
suatu lingkungan di mana orang dapat berkembang 
sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku 
menyimpang (dikuatkan). 
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b. Upaya Penanggulangan Kejahatan Represif 
Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa: 
Tidaklah dapat disangkal kiranya, bahwa pembahasan 
perihal segi kriminologi terhadap usaha 
penanggulangan masalah kejahatan (dengan 
berlandaskan kepada pendapat para Kriminoloog 
terdahulu),tiada lain adalah membahas masalah reaksi 
masyarakat terhadap masalah kejahatan.33 
Pada hakekatnya persoalannya bertitik tolak dari pada 
perkembangan kesadaran hukum masyarakat atau pandangan 
masyarakat terhadap masalah kejahatan yang tumbuh dalam 
masyarakat. 
Kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan Konsepsi 
Kriminologi tentang penanggulangan kejahatan pada 
umumnya secara konkrit dapat disebutkan adalah usaha 
penanggulangan masalah kejahatan melalui penggunaan 
metode perlakuan (treatment-method) sebagai bentuk reaksi 
masyarakat yang bersifat non-punitip terhadap perbuatan 
kenakalan dan para pelakunya. Munculnya metode perlakuan 
(treatmentmethod) sebagai bentuk baru dalam usaha 
penanggulangan kejahatan dan pelaku kejahatan (termasuk 
pula kenakalan remaja) dan para pelakunya, hal ini tidaklah 
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berarti fungsi dan peranan metode hukuman (punishment-
method) harus ditinggalkan. 
Suatu azas umum dalam penanggulangan kejahatan 
(crime prevention) yang banyak dipergunakan dewasa ini di 
negara-negara yang telah maju adalah merupakan gabungan 
dua sistem yakni melalui: 
1) Cara moralistik yaitu, dilaksanakan dengan 
penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, 
perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana 
lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat 
jahat. 
2) Cara abolionisti yaitu, berusaha memberantas, 
menanggulangi kejahatan dengan memberantas 
sebab musababnya. 
Masalah crime and crime causation ini, dapatlah ditarik 
kesimpulan bahwa pada hakekatnya, yang menjadi obyek crime 
prevention itu adalah kejahatan dan para pelaku kejahatan (the 
crime and the criminal) agar tidak melakukan kejahatan 
(mengulangi kejahatan dan agar orang lain tidak menjadi 
korban dari kejahatan yang dilakukan oleh the crime. 
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C. Pungutan Liar (Pungli) 
1. Pengertian Pungutan Liar 
Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di 
tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut34. 
Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal 
baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara 
etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut 
bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan 
praktek kejahatan. 
Istilah pungli ini juga terdapat dalam kamus bahasa 
China. Li artinya keuntungan dan Pung artinya persembahan, jadi 
Pungli diucapkan Pung Li, artinya adalah mempersembahkan 
keuntungan. 
Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara 
meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak 
berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran 
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tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan 
pemerasan.35 
Berdasarkan catatan dari Dokumen Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Tentang Upaya Pemberantasan Korupsi, 
pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, 
penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, 
secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau 
wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau 
publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari 
negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau 
tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu 
transaksi komersial internasional. 
   Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik 
berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar 
yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung 
yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu 
pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. 
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2. Pungutan Liar dalam KUHP 
Adapun penjelasan beberapa Pasal di dalam KUHP yang 
dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai 
berikut:  
a. Pasal 368 KUHP 
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang 
lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk 
memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian 
adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang 
maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, 
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” 
b. Pasal 423 KUHP 
“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan 
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk 
menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, 
melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau 
melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.” 
  
Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP 
merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan 
ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan 
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pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua 
puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta 
rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.  
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu 
merupakan suatu bijkomend oogmerk. sehingga oogmerk atau 
maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu 
seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang 
terlarang di dalam pasal ini.36 
Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 
423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di 
dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan 
menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain: 
a. untuk menyerahkan sesuatu; 
b. untuk melakukan suatu pembayaran; 
c. untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap 
suatu pembayaran;  
d. untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi 
pelaku. 
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Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan 
kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, 
melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang 
dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu 
pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak 
pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang 
selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat-
akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena 
perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena 
tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai 
tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka 
timbullah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang 
harus diberikan pada tindak pidana tersebut.37 
Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang 
pejabat negara, tindak-tindak pidana yang dimaksudkan dalam 
Pasal 423 KUHP sehari-hari disebut sebagai pungutan liar. 
Pemakaian kata pungutan liar itu ternyata mempunyai akibat 
yang sifatnya merugikan bagi penegakan hukum di tanah air, 
karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut 
hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-
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perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh 
undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu 
dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat 
yang seolah-olah harus dituntut menurut hukum pidana yang 
berlaku, sedang yang dewasa ini biasa disebut pungutan liar itu 
memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke 
pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambilnya 
tindakan-tindakan disipliner atau administratif terhadap mereka, 
padahal kita semua mengetahui bahwa yang disebut pungutan 
liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi seperti 
yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001.  
Kebiasaan tidak mengajukan para pegawai negeri yang 
melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 423 atau 
Pasal 425 KUHP Jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 ke pengadilan untuk diadili, dan semata-mata 
hanya mengenakan tindakan-tindakan administratif terhadap 
mereka itu perlu segera dihentikan, karena kebiasaan tersebut 
sebenarnya bertentangan dengan beberapa asas tertentu yang 
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dianut oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang 
berlaku, masing-masing yakni38: 
a. Asas legalitas, yang menghendaki agar semua pelaku 
sesuatu tindak pidana itu tanpa kecuali harus dituntut 
menurut undang-undang pidana yang berlaku dan 
diajukan ke pengadilan untuk diadili;  
b. Asas verbod van eigen richting atau asas larangan 
main hakim sendiri, yakni menyelesaikan akibat hukum 
dari suatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan. 
Maksud untuk tidak mengajukan tersangka ke 
pengadilan untuk diadili, maka maksud tersebut harus 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan 
yang berlaku.  
Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia, suatu perkara itu hanya dapat dikesampingkan untuk 
kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan tersangka/ 
korps atau organisasi tersangka. Perbuatan menyampingkan 
perkara itu tidak dapat dilakukan setiap orang dengan jabatan 
atau pangkat apa pun, karena menurut ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Tahun 2004 No. 67, 
                                                          
38
  P.A.F. Lamintang. KUHAP. Hal: 30-31 
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yang berwenang menyampingkan suatu perkara berdasarkan 
kepentingan umum itu hanyalah Jaksa Agung saja.39 
Mengenai pengertiannya sebagai uang, perbuatan 
dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang 
menyerahkan sesuatu itu sehari- hari dapat dilihat dalam bentuk 
pungutan di jalan-jalan raya, di pos- pos pemeriksaan, di 
instansi-instansi pemerintah, bahkan yang lebih tragis lagi 
adalah bahwa pungutan-pungutan seperti itu juga dilakukan 
oleh para pendidik baik terhadap sesama pendidik maupun 
terhadap anak-anak didik mereka. Akan tetapi, tidak setiap 
pungutan seperti yang dimaksudkan di atas itu merupakan 
pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Pasal 423 
KUHP jo. Pasal 12 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, 
karena jika pungutan tersebut ternyata telah dilakukan karena 
pegawai negeri yang memungut pungutan itu telah melakukan 
sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan 
tugas jabatannya yang sifatnya bertentangan dengan 
kewajibannya, maka perbuatannya itu merupakan pelanggaran 
terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 419 angka 
2 KUHP jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001.  
                                                          
39
 Op cit. Hal:189 
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Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah 
dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain 
melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun 
dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika 
pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan 
berdasarkan suatu peraturan undang-undang.40 
c. Pasal 425 KUHP 
Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP 
yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu 
pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau 
kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas 
umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam 
menjalankan tugas jabatannya. 
Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal ini: 
1) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas 
jabatannya meminta, menerima, atau melakukan 
pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah 
merupakan utang kepada dirinya atau kepada 
pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas 
                                                          
40
 Tano Hatubuan Rangitgit, 2011 “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus 
Pungutan Liar (studi kasus pungutan liar di Jembatan Timbang Sibolangit Deli Serdang Sumatera 
Utara)”. Universitas Sumatera Utara. Hal. 18-31 
50 
 
umum, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu 
sebenarnya tidak ada; 
2) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas 
jabatannya meminta atau menerima jasa-jasa secara 
pribadi atau penyerahan-penyerahan seolah-olah 
orang berutang jasa atau penyerahan seperti itu, 
sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu 
sebenarnya tidak ada; 
3) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas 
jabatannya menguasai tanah-tanah negara yang di 
atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan 
merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia 
lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang 
berlaku, sedang ia mengetahui bahwa dengan 
melakukan tindakan seperti itu sebenarnya ia telah 
bertindak secara bertentangan dengan peraturan-
peraturan tersebut. 
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3. Pungutan Liar dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Adapun penjelasan beberapa Pasal di dalam KUHP 
yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah 
sebagai berikut: 
a. Pasal 12 huruf e 
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum atau dengan 
menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa 
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau 
menerima pembayaran dengan potongan, atau 
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.” 
b. Pasal 12 huruf f 
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
pada waktu menjalankan tugas, meminta, 
menerima, atau memotong pembayaran kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai 
negeri atau penyelenggara negara yang lain atau 
kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, 
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan 
merupakan utang” 
 
4. Pungutan Liar di Sekolah 
Menurut Koordinator Koalisi Pendidikan Lodi Faap, 
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya 
Pendidikan Pada Sekolah, dalam pendidikan, ada tiga jenis 
biaya yaitu biaya operasional yang sudah ditutupi Biaya 
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Operasional Sekolah (BOS), biaya personal merupakan 
tanggungjawab siswa dan orang tua dan biaya investasi yang 
menjadi tanggung jawab pemerintah, misalnya biaya untuk 
pembangunan perpustakaan, rehab gedung sekolah, oleh 
karena itu, sekolah negeri dilarang melakukan pungutan.41 
Pungutan liar biasanya dijumpai pada awal ajaran baru. 
Contohnya pasca penerimaan murid baru di tingkat SD dan 
SMP marak terjadi di beberapa daerah. Besarnya pungutan 
beragam mulai dari 450 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah. Hal 
itu terungkap ketika puluhan orang tua murid mengadukan 
adanya pungutan liar ke Posko Pengaduan Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) yang dibuka Indonesia Corruption 
Watch (ICW) di beberapa daerah. 
Pungutan liar tersebut, biasanya banyak terjadi setelah 
siswa diterima di sekolah, bukan pada saat proses penerimaan 
siswa baru. Bentuk pungutan tersebut dapat bermacam-macam, 
mulai dari uang bangunan, uang buku, uang bangku,uang studi 
tour bahkan  uang pensiun guru,  dan sebagainya. 
 
 
                                                          
41
 http://www.harianterbit.com/2013/07/04/pungli-oleh-sekolah-harus-dihentikan/, 
terakhir diakses pada tanggal 18 Februari 2014, pukul 23:25 
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Praktek  Pungutun  liar yang sering terjadi di sekolah 
melalui berbagai modus antara lain : 
a. Ketika PPDB, sekolah  meminta biaya tes, pembelian 
formulir dan lainnya.  
b. Sekolah meminta dana sebagai syarat  lulus tes 
(membeli kursi).  
c. Penambahan atau perbaikan fasilitas sekolah, buku-
buku, seragam sekolah, bahkan untuk kegiatan yang 
diselenggarakan untuk menyambut siswa baru dan 
lain-lain. 
d.  Memungut biaya untuk fasilitas kelengkapan kelas. 
e. Memungut  dana dari  siswa sebagai biaya les 
tambahan di luar jam belajar. 
f. Dan banyak lagi modus-modus pungli lainnya.42 
Dalam konsideran menimbang Permendikbud Nomor 60 
Tahun 2011 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada 
jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selain itu juga 
ditegaskan bahwa pungutan membebani masyarakat sehingga 
dapat menghambat akses masyarakat untuk memperoleh 
pelayanan pendidikan dasar. Berdasarkan kedua hal tersebut 
                                                          
42
 Febri Hendri. Harian Kompas. 1 Oktober 2011 
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ditetapkanlah aturan tersebut. Peraturan tersebut antara lain 
mengatur: 
1) Sekolah milik pemerintah maupun pemerintah daerah (SD 
Negeri dan SMP Negeri) sebagai pelaksana program wajib 
belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya 
operasional dari peserta didik, orangtua atau walinya. 
2) Untuk sekolah yang didirikan masyarakat (SD Swasta dan 
SMP Swasta) tidak boleh melakukan pungutan yang 
dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan 
peserta didik, penilaian hasil belajar, kelulusan dan juga 
untuk kesejahteraan anggota komite atau lembaga 
representasi pemangku kepentingan pendidikan. 
3) SD Swasta dan SMP Swasta dilarang melakukan pungutan 
kepada peserta didik, orangtua atau walinya yang tidak 
mampu secara ekonomis. 
4) Untuk SD dan SMP yang dikembangkan menjadi Rintisan 
Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dilarang melakukan 
pungutan tanpa persetujuan dari Bupati/Walikota atau 
pejabat yang ditunjuk. 
5) Untuk SD dan SMP yang berstandar internasional juga tidak 
diperbolehkan melakukan pungutan tanpa persetujuan 
tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 
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6) Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, terdapat 
sanksi administratif yang meliputi pembatalan pungutan dan 
kepada kepala sekolahnya akan diberikan tindakan, mulai 
dari teguran tertulis, mutasi atau sanksi administrasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Sedangkan bagi sekolah swasta yang melakukan 
pelanggaran ijinnya akan dicabut.43 
D. Penyelenggara Pendidikan 
UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 
angka 5 menyatakan bahwa Penyelenggara Pendidikan adalah 
pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
43
 Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum   
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian 
ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Adapun 
lokasi penelitian yaitu Polrestbes Kota Makassar, Pengadilan Negeri 
Kota Makassar, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama 
Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri dan sederajat yang 
dikelola oleh Pemerintah yang terindikasi melakukanPungutan Liar di 
Kota Makassar, Ombudsman Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota 
Makassar, dan pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian masalah. 
Pemilih memilih lokasi ini karena sangat berhubungan dengan 
penulisan skripsi, utamanya dalam mengumpulkan serta mencari data-
data yang berhubungan dengan factor terjadinya Pungutan Liar yang 
dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan di Kota Makassar dan 
upaya penanggulangannya. 
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B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitan ini adalah: 
a. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari tempat 
melakukan penelitian,dan hasil yang di dapat melalui 
wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala 
Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Kepala Sekolah 
Menengah Atas Negeri dan sederajat yang di kelola oleh 
Pemerintah, Ombudsman komisioner Kota Makassar, pejabat 
Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan pihak-pihak yang terkait 
dengan objek kajian masalah. 
b. Data sekunder ialah sumber-sumber yang tidak terkait secara 
langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian 
ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yag diperoleh 
dari buku-buku, literature, artikel, dokumen serta berbagai 
macam perundang-undnagn dan sumber-sumber lain yang 
berhubungan dengan maslaah yang diteliti. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan data-data dengan 
cara sebagai berikut: 
a. Studi Lapangan. 
Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara langsung dan 
terbuka dalam bnetuk tanya-jawab kepada narasumber atau 
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pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam 
tulisan ini sehingga diperoleh data yang diperlukan. 
b. Studi Pustaka. 
Selain pencarian data dengan wawancara langsung, dalam hal ini 
Penulis juga mencari sumber-sumber data melalui tudi 
kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mecatat, 
dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan 
masalah yang dibahas. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara 
kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
Sebelum menganalisa data tersebut, terlebih dahulu diadakan 
pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui 
dokumentasi kepustakaan, tulisan-tulisan dan data primer yang 
diperoleh melalui wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
secara kualitatif. Analisis data kualitatif sebgaai cara penjabaran data 
berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan. Data yang 
diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian 
dilakukan reduksi atau pengolahan data. Apabila kesimpulan kurang 
akurat, maka perlu diadakan verifikasi kembali dan penelitian kembali 
mengumpulkan data di lapangan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar di Sekolah 
Sebelum membahas faktor penyebab terjadinya Pungutan Liar 
di Sekolah, peneliti terlebih dahulu akan mengurai data yang telah 
dikumpulkan selama melakukan penelitian di lokasi-lokasi yang 
berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar, Pengadilan Negeri Kota Makassar, Dinas Pendidikan, 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, 
Ombudsman Kota Makassar, dan Sekolah Dasar dan Menengah yang 
dipilih oleh Penulis untuk menjadi fokus pengamatan dan siswa 
beserta orang tua murid yang diwawancara secara acak. 
Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan 
(Disdik) Kota Makassar, jumlah sekolah dasar dan menengah negeri 
yang terdapat di Kota Makassar beserta jumlah murid untuk 
keseluruhan satuan pendidikan ialah sebagai berikut : 
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TABEL 1 
Jumlah Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, 
Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Negeri Kota Makassar tahun 
2011-2013 
NO Satuan 
Pendidikan 
Jumlah Unit Jumlah Murid 
1 Sekolah Dasar 
Negeri (SD) 
365 unit 112.178 siswa 
2 Sekolah 
Menengah 
Pertama Negeri 
(SMP) 
37 unit 31.658 siswa 
3 Sekolah 
Menengah Atas 
Negeri dan 
Kejuruan 
(SMA/SMK) 
28 unit 56.534 siswa 
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, bulan Maret 2014 
Dari hasil peneltian di Dinas Pendidikan Kota Makassar, 
Kepala Sub bagian Sekolah Menengah Disdik Kota Makassar menolak 
apabila dikatakan bahwa praktik pungutan liar marak terjadi di dunia 
pendidikan khususnya sekolah yang berada di wilayah Kota Makassar, 
menurut beliau selama ini sekolah-sekolah yang berada dibawah 
naungan Dinas Pendidikan Kota Makassar telah melaksanakan 
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan dan petunjuk 
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teknis yang dikeluarkannya. Dan belum pernah ada protes atau 
laporan tentang Pungutan Liar yang masuk. 
Berbanding terbalik dengan data yang diperoleh dari 
Ombudsman Kota Makassar maupun Ombudsman RI Perwakilan 
daerah Sulawesi Selatan yang bertugas mengawal pelayanan publik 
yang menemukan praktik pungutan liar di lapangan, juga laporan dari 
masyarakat dan LSM, beberapa sekolah di Makassar terindikasi 
melakukan praktik pungutan liar dalam berbagai modus. Berikut 
adalah data jumlah sekolah yang pernah dilaporkan selama kurun 
waktu tahun 2011-2013: 
Tabel 2 
Data Sekolah Negeri yang Dilaporkan Terindikasi Melakukan Pungutan 
Liar di Sekolah yang berada di Kota Makassar tahun 2012-2013 
NO Jumlah Satuan 
Pendidikan yang 
dilaporkan 
Substansi Laporan 
1 16 unit SD Negeri 
terlapor 
- Penjualan LKS dan 
buku cetak yang 
secara paksa kepada 
siswa yang dilakukan 
oleh guru dan wali 
kelas; 
- Pungutan biaya 
pelajaran tambahan di 
Sekolah; 
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- Permintaan berupa 
uang, barabg dan jasa 
sebagai penambah 
nilai akademik 
2 12 unit SMP Negeri 
terlapor 
- Penjualan LKS dan 
buku cetak yang 
secara paksa kepada 
siswa yang dilakukan 
oleh guru; 
- Penarikan 
sumbangan untuk 
pembelian sarana 
sekolah seperti (meja 
dan bangku belajar); 
- Pemotongan 
beasiswa murid oleh 
pihak sekolah dari 
jumlah yang 
seharusnya diterima; 
- Permintaan uang 
seragam yang kepada 
siswa melebihi 
seharusnya sesuai 
petunjuk teknis dari 
Dinas Pendidikan 
pada saat Proses 
Penerimaan Siswa 
Baru (PSB); 
63 
 
- Permintaaan 
sejumlah uang untuk 
masuk sekolah; 
- Permintaan sejumlah 
uang, barang dan 
jasa untuk pengganti 
atau penambah nilai 
akademik. 
3 8 unit SMA/SMK 
Negeri terlapor 
- permintaan dana 
taktis dalam 
pengurusan  pindah 
sekolah; 
- pembayaran uang 
masa orientasi siswa 
(MOS); 
- Penjualan LKS dan 
buku cetak yang 
secara paksa kepada 
siswa yang dilakukan 
oleh guru; 
- Permintaan biaya 
pembangunan dari 
pihak sekolah, 
berkisar mulai Rp 
500.000,- sampai 
dengan Rp 
5.000.000,- yang 
dibebankan kepada  
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orang tua siswa yang 
dibayarkan secara 
berkala; 
- Permintaan sejumlah 
uang untuk masuk 
sekolah; 
- Permintaan uang, 
barang dan jasa 
sebagai penambah 
atau pengganti nilai 
akademik; 
- Intimidasi terhadap 
siswa yang tidak 
membayar uang 
bangku; 
 
Sumber: Ombudsman Kota Makassar dan Ombudsman RI Perwakilan 
Daerah Sul-sel, diambil pada Maret 2014  
 
Pada kenyataannya kita tidak dapat mengatakan bahwa 
penyelenggaraan pendidikan bersih dari praktik pungutan liar. Bahkan 
pungutan liar ini sudah bersifat massif dan dilakukan serentak oleh 
hampir sebagian sekolah. Data di atas merupakan sekolah-sekolah 
yang telah diproses oleh Ombudsman dan terbukti telah melakukan 
praktik Pungutan Liar. Masih ada beberapa temuan tetapi belum 
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dimasukkan kedalam data peneliti karena masih dalam proses 
penyelidikan.  
Dari data di atas dapat kita lihat berbagai modus yang sering 
dilakukan oleh oknum penyelenggara pendidikan di sekolah dalam 
melakukan aksinya. Dari berbagai aksi yang dilakukan oleh guru 
maupun pihak sekolah tersebut tentu telah melanggar ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor  
44 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Permendikbud Nomor 60 
Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada 
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yaitu larangan 
melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua walinya yang 
tidak mampu secara ekonomis. Juga pungutan tersebut dikaitkan 
dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, 
penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik 
dari satuan pendidikan. Apalagi bila digunakan untuk kesejahteraan 
anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku 
kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. 
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Perbuatan yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut beberapa 
bahkan disertai dengan ancaman dan intimidasi. Seorang wali murid 
sempat melaporkan guru di Sekolah Menengah Pertama tempat 
anaknya bersekolah karena melakukan perbuatan yang tidak 
menyenangkan dan berbau intimidasi kepada siswanya karena tidak 
membeli buku cetak yang dijual oleh guru tersebut. Anak tersebut 
disuruh berdiri di depan kelas saat mata pelajaran berlangsung, agar 
ditonton oleh teman-temannya. Karena malu, sang anak trauma dan 
tidak lagi ingin bersekolah. Dikasus lain, salah satu sekolah menengah 
atas  di Kota Makassar bahkan melarang siswanya yang tidak melunasi 
biaya pembangunan yang notabene masuk ke dalam pendanaan yang 
dibiayai oleh pemerintah daerah melalui dana alokasi khusus, untuk 
mengikuti ujian kenaikan kelas. 
Perbuatan-perbuatan tersebut diatas juga melanggar ketentuan 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya 
pada pasal 12 huruf e yaitu, pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dalam hal ini guru maupun kepala sekolah atau pihak penyelenggara 
penddikan yang merupakan pegawai negeri yang bermaksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 
atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa peserta 
67 
 
didik atau walinya memberikan sesuatu, membayar, atau menerima 
pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi 
dirinya sendiri. 
Ada beberapa faktor pendukung yang menyebabkan Pungutan 
Liar ini tumbuh subur, diantaranya ialah:  
1. Faktor Individu Pelaku 
Faktor individu pelaku disini dimaksudkan bahwa tenaga 
pendidik dan penyelenggara pendidikan di sekolah tidak lagi 
memiliki karakter integritas yang tinggi akan tanggung jawab 
sebagai pendidik yang akan menghasilkan generasi emas. 
Menurut Bapak Subhan, ketua Ombudsman RI 
Perwakilan daerah Sul-sel yang diwawancarai pada tanggal 
11 sampai dengan 13 Maret 2014, pola pikir tenaga pendidik 
dewasa ini menganggap bahwa peserta didik adalah objek 
untuk mendapat keuntungan lebih. Hal ini didorong pula 
dengan gaya hidup hedonis. 
Sejalan dengan pemikiran Bapak Subhan, ibu Agistia 
yang diwawancara pada tanggal 14 April 2014 yang 
berprofesi sebagai guru di Sekolah Menengah Pertama di 
Kota Makassar beralamat di Jalan Bji Gau yang pernah 
dilaporkan melakukan pungutan liar juga berpendapat bahwa 
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Pungutan Liar merupakan tindakan oknum yang tidak pantas 
apabila dikatakan sebagai pendidik. Beliau mengatakan 
apabila pungli benar terjadi, faktor utamanya bersumber dari 
dalam diri pelaku, ibu Agistia tidak membantah bahwa gaya 
hidup hedonis dan persaingan antar guru kerap terjadi. Hal 
inilah yang menyebabkan timbulnya keinginan yang lebih 
besar daripada kemampuan untuk memenuhi, besar pasak 
dari pada tiang. Walaupun sebenarnya untuk guru sendiri, 
sumber penerimaannya cukup besar, karena selain gaji 
pokok, terdapat pula tunjangan, sertifikasi, dan honor, tetapi 
itu dirasa belum mencukupi. 
2. Faktor Kesempatan 
Faktor kesempatan ini erat kaitannya dengan peserta 
didik dan orang tuanya. Saat oknum guru atau penyelenggara 
pendidikan lainnya di sekolah meminta sejumlah pembayaran 
ataupun barang, orang tua dan peserta didik selalu 
memenuhinya tanpa mengkritisi terlebih dahulu permintaan 
tersebut. 
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Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan salah 
seorang wali murid pada tanggal 30 Maret 2014, Bapak FA 
memiliki dua orang anak yang bersekolah di sekolah yang 
dikelola pemerintah, beliau mengatakan bahwa di tempat 
anaknya bersekolah, pihak sekolah kerap kali memintai 
sejumlah dana kepada wali murid, berupa uang sumbangan 
pembangunan sekolah, uang komite, dan uang kegiatan 
ekstrakulikuler, berjumlah dua juta rupiah yang harus 
dibayarkan sekaligus. Walaupun merasa berat untuk 
membayar, karena harus menyiapkan anggaran khusus untuk 
itu. Beliau tetap membayar karena menganggap pembayaran-
pembayaran tersebut bersifat wajib, apalagi permintaan 
pembayaran telah diaminkan dalam rapat komite sekolah dan 
bapak FA takut apabila anaknya akan diintimidasi oleh pihak 
sekolah bila tidak membayarnya. 
Mencermati hal tersebut sejatinya pemerintah telah 
membuat mekanisme pungutan biaya pendidikan melalui 
Peraturan Menteri P dan K Nomor 44 Tahun 2012 yang 
tertuang dalam Pasal 8, yaitu pungutan harus didasarkan   
pada   perencanaan   investasi  jelas dan dituangkan dalam 
rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran 
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tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 
yang diumumkan secara transparan kepada pemangku 
kepentingan satuan pendidikan terutama   orang   tua/wali   
peserta didik,   komite sekolah, dan penyelenggara satuan 
pendidikan dasar. 
Ironisnya karena seringkali justru komite sekolah yang 
pada umumnya beranggotakan wali murid yang berasal dari 
strata ekonomi menengah keatas ikut-ikutan bekerjasama 
dengan pihak sekolah mengadakan rapat komite yang 
sebelumnya telah diatur guna melegalkan permintaan 
sumbangan kepada wali murid, padahal permintaan ini tidak 
dapat disebut sumbangan apabila jumlahnya ditentukan dan 
terikat jangka waktu pembayaran seperti praktiknya selama 
ini. 
Kesempatan melakukan pungutan liar juga datang dari 
peserta didik, peneliti menemukan sangat banyak peserta 
didik yang lebih memilih untuk membayar sejumlah uang atau 
mengganti dengan barang sebagai pengganti atau penambah 
nilai akademik. Ibu LA Seorang guru Sekolah Dasar yang 
beralamat di jalan Botolempangan Kota Makassar yang 
sekolah tempatnya mengajar kerap melakukan pungutan liar 
mengatakan bahwa pungutan liar ditempatnya mengajar 
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sudah menjadi rahasia umum bahkan dalam praktinya telah 
berubah menjadi suap menyuap antara guru wali kelas dan 
wali murid. 
Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan 
dengan ibu Layla pada tanggal 14 April 2014, “Pengalaman 
saya mungkin agak berbeda. Jika orang biasa 
mengasumsikan bahwa alasan melakukan pungli adalah 
karena pendapatan guru dari gaji, tunjangan, dana sertifikasi, 
honor tidak mencukupi kebutuhannya, saya rasa tidak. 
Sepengetahuan saya gaji guru saat ini terbilang tinggi dan 
sangat menjanjikan. Faktor utama adanya pungli di sekolah 
tempat saya mengajar adalah adanya tawaran dari orang tua 
murid sendiri, yang selalu ingin melakukan cara praktis 
meningkatkan prestasi anaknya dibanding teman-temannya 
yang lain. Yang pada akhirnya akan meningkatkan gengsi si 
orang tua murid dibanding orang tua murid lainnya. Maka 
para orang tua murid secara terang-terangan berlomba 
menarik perhatian guru terutama wali kelas dengan berbagai 
hadiah. Dari jam, pakaian, tas bermerk hingga uang tunai. 
Maklum sekolah tempat saya mengajar merupakan sekolah 
negeri unggulan di Makassar yang hampir seluruh muridnya 
anak "orang penting". 
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Faktor kesempatan inilah yang menurut peneliti, 
merupakan pendukung paling utama langgengnya pungli di 
sekolah. 
3. Faktor Aturan dan Regulasi yang Tidak Jelas 
Selain faktor individu dan kesempatan, secara makro 
pungli di dunia pendidikan juga bersumber dari aturan yang 
tidak jelas tentang mekanisme pemungutan pembiayaan 
pendanaan pendidikan. 
Adanya tarik ulur antara kebijakan pusat dan daerah 
mengenai pembiayaan pendidikan sebagai aturan yang 
diotonomikan menjadi bagian kebijakan yang 
dinasionalisasikan  yang selalu berubah-ubah menyebabkan 
terbukanya ruang adaptasi terhadap regulasi yang baru. Oleh 
penyelenggara pendidikan di tingkat teknis hal itu dapat 
menjadi ruang kongkalikong untuk melakukan sebuah 
tindakan korupsi. 
Mekanisme pencairan dana bantuan untuk sekolah 
atau dana BOS sering pula  dimanipulasi oleh para oknum 
pemangku kebijakan di lingkungan kementerian pendidikan 
dan pemda setempat, hal ini membuat para pengelola 
pendidikan di tingkat satuan pendidikan mengabil langkah 
sepihak untuk menutupi kekurangan dana operasional 
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sekolah melalui pemungutan dana dari siswa atau wali murid. 
Semestinya hal tersebut tidak semestinya terjadi sebab 
mekanisme  pencairan BOS dan administrasi telah diatur. 
4. Faktor Pengawasan 
Pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh 
sekolah atau satuan pendidikan belum diawasi secara cermat 
sehingga Pungutan Liar terus bertumbuh.  Tidak ada 
mekanisme pertanggungjawaban disiplin yang dilakukan oleh 
dinas terkait guna mengontrol management pembiayaan 
sekolah ini. Pelaporan pembiayaan hanya tertuang di atas 
kertas tanpa dikritisi sama sekali. Padahal dalam 
Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 jelas dikatakan bahwa 
pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana 
pungutan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara 
transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan 
terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan 
penyelenggara satuan pendidikan dasar. Dan Menteri, 
Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai 
kewenangannya melakukan pengawasan terhadap 
pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan pungutan dan 
sumbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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Alih-alih mengadakan pengawasan Dinas Pendidikan 
yang membawahi satuan pendidikan justru terkesan saling 
melindungi dan menutup mata terhadap praktik Pungli yang 
bisa dibilang dapat menghasilkan dana yang berjumlah 
milyaran setiap tahunnya, hal ini lah yang menurut Ketua 
Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan Bapak Subhan 
berpendapat, disinyalir adanya setoran berkala oleh satuan 
pendidikan kepada dinas diatasnya. 
5. Faktor Hukuman 
Walaupun menolak bahwa Pungutan Liar pernah 
terjadi di Sekolah yang berada di Kota Makssar, pihak Dinas 
mengaku sudah ada aturan mengenai sanksi yang diberikan 
kepada pelaku Pungutan Liar di sekolah berupa 
pengembalian uang, mutasi atau pencopotan.  Tetapi dalam 
pemberlakuannya belum efektif dan masih terbilang ringan. 
Karena pada praktiknya masih tebang pilih, dan efek jera 
hanya bersifat sementara. Setelah pelaku menjalani hukuman 
mutasi ke sekolah lain, karena terbiasa melakukan pungli 
pelaku akan melakukan atau mengulang lagi perbuatannya di 
sekolah yang baru. 
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Pada tahun 2010 pernah ada kasus Pungutan Liar 
yang dilaporkan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
oleh Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) atas laporan dari 
beberapa wali murid sebuah SMA Negeri di Makassar tetapi 
laporannya kemudian dicabut karena telah ada perundingan 
antara pihak LSM, walimurid dan pihak sekolah untuk 
berdamai dan  mengembalikan uang pembangunan tersebut. 
6. Partisipasi Masyarakat rendah dalam Memerangi Praktik 
Pungli di Sekolah 
Walaupun masuk dalam tindak pidana korupsi, masih 
banyak masyarakat khususnya orangtua yang tidak tahu. 
Selama ini Pungli tumbuh dengan wajar-wajar saja karena 
pemakluman dari masyarakat. Permintaan dana dari pihak 
sekolah tidak dipermasalahkan oleh orang tua karena takut 
bila anaknya diintimidasi oleh gurunya, apalagi permintaan 
yang dilakukan oleh perseorangan yang tidak 
mengatasnamakan sekolah tersebut biasanya dilakukan 
secara sedikit-sedikit. Wali murid juga berpikir, untuk 
mempersoalkan jumlah yang sedikit itu, akan memakan waktu 
yang banyak.  
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B. Upaya-upaya Penanggulangan Pungutan Liar oleh Aparat 
Penegak Hukum, Dinas Pendidikan, Lembaga Pengawas 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman) dan Orang tua 
Murid di Kota Makassar  
Bagaimanapun juga Pungutan Liar sangat sulit dihilangkan 
karena kejahatan tersebut sudah mengakar kuat pada kebiasaan 
masyarakat untuk melegalkan setoran-setoran yang lebih berbau 
sogokan untuk mempermudah proses administratif pada hampir 
seluruh sektor kehidupan, dan dianggap sebagai bukan kejahatan. 
Bahkan dunia pendidikan pun tak pelik menjadi sarang pertumbuhan 
pungutan liar. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas mencegah 
dan menanggulangi kejahatan itu. 
Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, 
jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. 
Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang 
dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan. 
Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau 
tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. 
Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan 
pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu 
tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk 
meminimalisir kejahatan itu. 
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Terkait mengenai upaya penanggulangan pungutan liar di 
sekolah yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, 
menurut AKP Ari selaku Ka. Urbin Ops. Polrestabes Makassar 
menuturkan bahwa pihak kepolisian belum melakukan upaya 
pencegahan yang signifikan dikarenakan Pungutan Liar jarang ada 
yang sampai dilaporkan ke kepolisian, tetapi guna mencegah 
terjadinya Pungutan Liar diberbagai sektor terutama di tubuh Pegawai 
Negeri Sipil sebagai pelayan publik  pihak kepolisian telah melakukan 
penyuluhan-penyuluhan tentang pemberantasan budaya pungutan liar 
sebagai bentuk tindak pidana korupsi. 
Lebih khusus tentang upaya pencegahan dan penanggulangan  
pungutan liar di sekolah peneliti telah melakukan wawancara dengan 
pihak Dinas Pendidikan selaku Lembaga yang mengepalai Satuan 
Pendidikan atau Sekolah, Ombudsman selaku pengawas pelayanan 
publik, serta orang tua murid, dan diperolehlah berbagai upaya 
pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan sebagai berikut: 
1. Metode Pre-emtif 
Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya 
pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang 
mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk 
mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat 
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mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini 
dapat berupa: 
a. Melakukan pembinaan kepada calon tenaga pendidik 
tentang larangan melakukan perbuatan yang 
menjadikan peserta didik sebagai objek materialis 
atau lahan untuk mendapatkan uang. 
b. Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi 
yang dianggap perlu demi mencegah kejahatan dan 
pelanggaran.  
2. Metode Preventif 
Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan 
dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan 
tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan 
suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya 
menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah 
masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih 
menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha 
penaggulangan secara represif. Hal ini sesuai dengan apa 
yang dikemukakan oleh seorang kriminolog. 
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W. A. Bonger mengatakan bahwa mencegah kejahatan 
lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi 
orang baik kembali. Berdasarkan apa yang diutarakan oleh 
pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh 
lebih baik daripada memulihkan kembali dampak dari apa 
yang terjadi. Upaya ini berupa: 
a. penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai larangan 
pungli oleh Ombudsman Kota Makassar maupun 
Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan kepada 
tenaga pendidik baik formal maupun non formal. Bekerja 
sama dengan Kepolisian, instansi-instansi, sekolah, LSM, 
Pemerintah Daerah, orangtua murid dan masyarakat. Hal ini 
dilakukan dengan maksud sebagai pencegahan agar 
pungutan liar di sekolah tidak terjadi. Selain itu dari 
bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan agar masyarakat 
khususnya tenaga pendidik taat hukum dan menjunjung 
tinggi tanggung jawab agar terciptanya keamanan dan 
ketertiban didalam proses belajar mengajar di sekolah. Oleh 
karena itu perlu diberi suatu masukan yang positif bagi 
penyelenggara pendidikan di sekolah. Utamanya bagi 
mereka yang bersentuhan langsung dengan peserta didik. 
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b. Ombudsman bekerja sama dengan masyarakat 
membuat pos-pos pengaduan saat proses penerimaan 
siswa baru untuk meminimalisir terjadinya praktik pungli; 
c. Dinas Pendidikan membuat petunjuk teknis untuk hal-
hal yang menyangkut permintaan biaya oleh sekolah kepada 
wali murid, walaupun untuk tidak lanjut pengawasannya 
belum maksimal. 
3. Metode Represif 
Metode represif merupakan upaya atau tindakan yang 
dilakukan secara langsung untuk memberantas pungutan 
liar dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak 
mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif 
yang dimaksud sebagai berikut: 
a. Pemanggilan guru atau kepala sekolah oleh 
Ombudsman guna diselidiki apakah dugaan 
Pungutan Liar benar terjadi, apabila benar ditemukan 
Ombudsman akan menyurati Dinas Pendidikan guna 
memberikan sanksi bagi terlapor; 
b. Untuk tenaga pendidik yang terbukti melakukan 
pungutan liar harus mengembalikan uang yang telah 
dikumpulkan kepada orang tua atau peserta didik; 
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c. Dinas pendidikan sendiri mengaku memiliki aturan 
yang jelas untuk pelaku pungutan liar di sekolah, 
pelaku akan dimutasi ke tempat lain, pencopotan dari 
jabatan, sampai dengan pemecatan apabila benar 
terbukti melakukan pungtan liar kepada peserta didik; 
d. Apabila terbukti melakukan pungutan liar dan telah 
diserahkan pada Dinas Pendidikan namun tidak 
ditanggapi secara serius, Ombudsman akan 
membuat pengumuman di media, misalnya Koran 
atau televisi lokal. 
Namun dalam penanggulangannya Pungutan Liar di sekolah 
memiliki banyak kendala. Menurut temuan peneliti di lapangan pungli 
sudah menjadi kebiasaan di sebagian tenaga pendidik untuk 
memanfaatkan kesempatan, kurangnya pengawasan dari Dinas 
Pendidikan bahkan adanya upaya saling menutupi antara dinas dan 
sekolah, partisipasi masyarakat untuk mengkritisi dan dukungan dari 
orang tua murid juga menyulitkan pemberantasan tindak pidana 
korupsi berbentuk pungutan liar ini. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis telah uraikan, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor penyebab terjadinya Pungutan Liar di sekolah yang 
berada di wilayah hukum Kota Makassar adalah 
bergesernya moral tenaga pendidik menjadi pribadi 
materialis, yang didukung oleh kesempatan yang diberikan 
oleh orangtua maupun peserta didik untuk melakukan 
pungutan liar. Apalagi tidak ada aturan dan mekanisme 
pengawasan dari dinas terkait terhadap dana pendidikan 
yang diatur mandiri oleh pihak sekolah. Dan mekanisme 
penghukuman bagi pelaku tergolong ringan dan hanya 
memiliki efek jera yang bersifat sementara. 
2. Upaya-upaya Penanggulangan Pungutan Liar oleh Aparat 
Penegak Hukum, Dinas Pendidikan, Lembaga Pengawas 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman) dan 
Orang tua Murid di Kota Makassar  ialah dengan melakukan 
upaya Metode Pre-emptif yang merupakan usaha atau 
upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak 
dini, yang dilakukan oleh ombudsman dan masyarakat yang 
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mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk 
mengajak atau menghimbau kepada tenaga pendidik agar 
dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Metode 
preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan 
untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan 
pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana 
yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan 
agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. 
B. Saran 
Terhadap uraian kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai 
beberapa saran, yaitu: 
1. Sekolah dapat secara kreatif mencari sumber-sumber dana 
yang lain selain orangtua siswa, misalnya dengan 
bekerjasama dengan pihak industri denagn memanfaatkan 
kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler sebagai komoditinya; 
2. Orang tua membuat forum independen guna menginsiasi 
pengawasan terhadap kinerja dan penggunaan anggaran 
yang diminta oleh pihak sekolah kepada orang tua murid, 
sebagai transparansi. Atau mengisi anggota komite sekolah 
dari berbagai kalangan, bukan hanya diisi oleh orang tua 
yang berasal dari strata ekonomi menengah ke atas; 
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3. Menanamkan budaya kerja atau yang dikenal dalam 
Reformasi Birokrasi sebagai Culture set kepada semua 
pegawai negeri khusunya penyelenggara pendidikan  
dengan mengedepankan norma-norma dalam pemahaman 
terhadap makna bekerja; sikap terhadap pekerjaan atau apa 
yang dikerjakan; sikap terhadap lingkungan pekerjaan; sikap 
terhadap waktu; sikap terhadap alat yang digunakan untuk 
bekerja; etos kerja; dan perilaku ketika bekerja atau 
mengambil keputusan; 
4. Orang tua harus menanamkan rasa tanggung jawab dan 
kritis kepada anak agar apabila di sekolahnya terjadi 
pungutan liar, anak berani untuk tidak turut serta mendukung 
tindakan tersebut dan menyelesaikan tanggung jawabnya 
sesuai dengan aturan tanpa melakukan tindakan yang 
berpotensi menyogok gurunya; 
5. Membuat pakta integritas  yang ditandatangani secara 
bersama oleh guru, kepala sekolah, orang tua murid, 
masyarakat dan dinas pendidikan yang berisi ikrar untuk 
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan 
nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan penyelenggaraan 
pendidikan; dan 
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6. Tentunya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah 
sangat dibutuhkan dalam pemberantasan pungli ini. 
Pemerataan fasilitas sekolah, tunjangan yang layak bagi 
para guru atau pengajar, sistem pembelajaran yang baik 
diharapkan mampu memberantas pungli di sekolah. 
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